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PENYIDIKAN PERKARA PUNGUTAN LIAR SEBAGAI TINDAK 





Pungutan liar merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extra ordinary 
crime) karena pungutan liar termasuk dalam tindak pidana korupsi. Tekad bulat 
pemerintah untuk memberantas pungli semakin nyata dengan diterbitkannya 
Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi, 
Undang-undang No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih 
dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme dan Peraturan Presiden No 87 Tahun 
2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar. Permasalahan muncul dalam 
penyidikan tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh Kepolisian Resor 
Klaten sehingga menyebabkan penyidikan penyidikan tindak pidana pungutan liar 
di wilayah hukum Kabupaten Klaten menjadi terhambat. Tujuan yang hendak 
dicapai penulis dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui langkah-langkah 
yang dilakukan oleh Polres Klaten dalam penyidikan perkara pungutan liar 
sebagai tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Klaten, menganalisis 
pengaturan hukum yang diterapkan dalam penyidikan perkara pungutan liar 
sebagai tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Klaten dan sebagai study 
mengenai faktor-faktor yang menghambat penyidikan perkara pungutan liar 
sebagai tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Klaten. Metode penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris atau sosiologis.  hasil 
penelitian dalam Kesimpulan dari  hasil penelitian ini, terhambatnya proses 
hukum pungutan liar dalam wilayah hukum Kepolisian Resor Klaten adalah 
hambatan dalam proses pembuktian karena terduga mengembalikan uang 
pungutan liar agar tidak terjadi tindak pidana (agar terkesan pungutan liar tidak 
pernah terjadi), masyarakat yang enggan untuk dipanggil sebagai saksi, perbedaan 
persepsi antara jaksa dengan penyidik terkait dengan pasal yang harus diterapkan, 
dan aturan hukum yang tidak jelas mengenai unsur paksaan dalam tindak pidana 
pungutan liar.  
 













INVESTIGATION OF CASES OF ILLEGAL LEVIES AS A CRIMINAL 







Illegal fees are a form of extraordinary crime (extra ordinary crime) because 
illegal fees are included in the criminal act of corruption. The government's 
determination to eradicate extortion has become increasingly evident with the 
issuance of Law no. 31 of 1999 concerning the eradication of corruption, Law No. 
28 of 1999 concerning the administration of a country that is clean and free from 
collusion, corruption and nepotism and Presidential Regulation No. 87 of 2016 
concerning a task force to clean up illegal levies. Problems arise in the 
investigation of illegal levies carried out by the Klaten Resor Police, which causes 
the investigation of illegal levies in the Klaten Regency jurisdiction to be 
obstructed. The aim of the writer in this study is to find out the steps taken by the 
Klaten Police in investigating illegal extortion cases as a criminal act of 
corruption in the Klaten Police jurisdiction, analyzing the legal arrangements 
applied in investigating cases of extortion as a criminal act of corruption in the 
area. Klaten Polres law and as a study of the factors that hinder the investigation 
of cases of extortion as a criminal act of corruption in the jurisdiction of the 
Klaten Police. The research method used in this research is empirical or 
sociological. The research results in the conclusion of the results of this study, the 
obstruction of the legal process of illegal levies in the jurisdiction of the Klaten 
Resor Police is an obstacle in the evidentiary process because they are suspected 
of returning illegal fees so that criminal acts do not occur (so that it seems that 
illegal levies never occur), people are reluctant to summoned as a witness, 
differences in perceptions between prosecutors and investigators regarding the 
articles that must be applied, and unclear legal rules regarding the element of 
coercion in the criminal act of extortion. 
 













“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia menjadikan jalan keluar baginya 
dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka” 
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